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BAB III 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Pengertian perjanjian atau kontrak yang diatur dalam Buku III Bab 

Kedua KUHPerdata Indonesia, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan kedua orang yang 

bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak 

dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.
28

 Menurut M.Yahya 

Harahap, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara 

dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak 

untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain 

untuk melaksanakan prestasi.
29

  

Dari beberapa pendapat tentang pengertian perjanjian di atas dapat 

dipahami bahwa perjanjan berisikan janji-janji yang sebelumnya telah 

disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak 

yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan.
30
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suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih.  
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2. Jenis Perjanjian 

a. Kontrak Bersyarat 

Kontrak bersyarat adalah kontrak yang digantungkan pada suatu 

peristiwa yang akan datang dan peristiwa tersebut belum tentu akan 

terjadi. Kontrak bersayarat ini dapat di bagi dua, yaitu kontrak dengan 

syarat tangguh dan kontrak dengan syarat batal.
31

  

Suatu kontrak dapat dikatakan kontrak syarat tangguh apabila 

untuk lahirnya kontrak tersebut digantungkan pada suatu peristiwa 

tertentu yang akan datang dan belum tentu akan terjadi. Sedangkan 

kontrak dengan syarat batal jika untuk batalnya atau berakhirnya 

kontrak tersebut digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang 

dan belum tentu akan terjadi.
32

 

b. Kontrak dengan Ketetapan Waktu 

Perikatan dengan ketetapan waktu diatur dalam Pasal 1268 

KUHPerdata s.d Pasal 1271 KUHPerdata. Yang dimaksud dengan 

perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu perikatan yang 

ditangguhkan pelaksanaannya sampai pada waktu yang ditentukan.
33

 

c. Kontrak Mana Suka atau Alternatif 

Dalam hal terjadi kontrak mana suka, debitur diperkenankan 

untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ditentukan dalam 

kontrak. Hak untuk memilih dalam kontrak mana suka ini selalu 
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dianggap diberikan kepada debitur, kecuali kalau secara tegas hak 

memilih tersebut diberikan kepada kreditur.  

d. Kontrak Tanggung Menanggung atau Tanggung Renteng 

Perikatan tanggung menanggung diatur dalam Pasal 1278 

KUHPerdata s.d Pasal 1295 KUHPerdata. Perikatan tanggung 

menanggung adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-

sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang 

kreditur, dimana salah satu dari debitur itu telah membayar utangnya 

kepada kreditur, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-

teman yang lain dari utang.
34

 

e. Perikatan dengan ancaman hukuman 

Perikatan dengan ancaman hukuman diatur dalam Pasal 1304 

KUHPerdata s.d Pasal 1312 KUHPerdata. Perikatan dengan ancaman 

hukuman adalah suatu perikatan dimana seseorang untuk menjamin 

pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu apabila 

perikatan diawalnya tidak dipenuhi. 

3. Syarat Sahnya Perjanjian 

Syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 

1320 KUHPerdata untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat 

syarat : 

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
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c. Suatu pokok persoalan tertentu 

d. Suatu sebab yang tidak terlarang 

Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum 

yang berkembang, digolongkan ke dalam : 

a. Dua unsur a dan b yang menyangkut subyek (pihak) yang 

mengadakan perjanjian (unsur subyektif) 

b. Dua unsur c dan d yang berhubungan langsung dengan obyek 

perjanjian (unsur objektif). 

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas 

dari  parah pihak yang berjanji dan kecakapan dari parah pihak-pihak 

yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi 

keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang 

diperjanjikan. Apabila salah satu unsur objektif tersebut tidak dipenuhi 

maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan apabila salah satu syarat 

subyektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan.
35

 

4. Asas-asas Perjanjian 

a. Asas kebebasan berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 

1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi :  

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
36
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b.  Asas konsesualisme  

Asas konsesualisme diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) 

KUHPerdata. Asas konsesualisme merupakan asas yang menyatakan 

bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi 

cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan 

merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat 

oleh kedua belah pihak.
37

 

c. Asas pacta sunt servanda 

Asas yang menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga wajib 

menghormati substansi kontrak yang di buat oleh para pihak 

sebagaimana layaknya undang-undang.
38

 

d. Asas itikad baik 

Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 

(3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
39

 

e. Asas Moral  

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu 

perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya 

untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam 

zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan 

sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum 

untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor 

yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan 
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perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) 

sebagai panggilan hati nuraninya. 

f. Asas kebiasaan  

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu 

perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, 

akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. 

g. Asas kepercayaan  

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang 

yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang 

diadakan diantara mereka dibelakang hari. 

5. Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia 

merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang 

diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Dalam bentuk apa pun juga 

pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu 

perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1757 

sampai 1769 KUHPerdata.  

Namun demikian dalam praktek perbankan modern, hubungan 

hukum dalam kredit tidak semata-mata berbentuk hanya perjanjian 

pinjam meminjam saja melainkan adanya campuran dengan bentuk 

perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa, dan 

perjanjian lainnya. Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu 

tampil adanya suatu jalinan diantara perjanjian yang terkait tersebut. 
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Klausul yang perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit 

adalah syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (predisbursement 

clause), klausul mengenai maksimum kredit (amount clause), klausul 

mengenai jangka waktu kredit, klausul mengenai bunga pinjaman 

(interest clause), klausul mengenai barang agunan kredit, klausul 

asuransi (insurance clause), klausul mengenai tindakan yang dilarang 

oleh bank (negative clause), tigger clause atau opeisbaar clause, klausul 

mengenai denda, klausul ketaatan ketentuan bank, dan pasal penutup. 

B. Tinjauan Umum Tentang Bank 

1. Pengertian Bank 

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan 

jasa-jasa bank lainnya.
40

 

Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat  dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
41

 

2. Dasar Hukum Perbankan 

Adapun dasar hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan, baik yang diatur dalam bentuk Undang-
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Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI), 

antara lain : 

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 (UUP). 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia (UUBI Tahun 1999). Kemudian diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Selanjutnya di ubah melalui 

Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yakni 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Selanjutnya di sebut UUBI. 

c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2008. 

d. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

(UUPS). 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, 

Konsolidasi dan Akuisisi Bank. 

f. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006, tanggal 8 

November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat. 
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g. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/1/PBI/2009, tanggal 27 

Januari 2009 tentang Bank Umum.
42

 

3. Jenis-Jenis Bank 

1) Dilihat dari segi fungsinya 

a. Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat 

memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasinya 

dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri 

(cabang). Bank umum sering disebut bank komersil.
43

 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya 

BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2) Dilihat dari segi kepemilikannya 

a. Bank milik pemerintah  

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini 

sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh 

keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh : 
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a) Bank Negara Indonesia 46 (BNI) 

b) Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

c) Bank Tabungan Negara (BTN) 

d) Bank Mandiri 

b. Bank milik swasta nasional 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya 

dimiliki oleh swasta nasional. Hal ini dapat diketahui dari akte 

pendiriannya  didirikan oleh swasta sepenuhnya. Contoh : 

a) Bank Bumi Putra 

b) Bank Central Asia 

c) Bank Danamon 

d) Bank Internasional Indonesia 

e) Bank Lippo 

f) Bank Mega 

g) Bank Muamalat 

h) Bank Niaga 

i) Bank Permata 

 

c. Bank milik koperasi 

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki 

oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah 

Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin). 

d. Bank milik asing 

Merupakan bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak 

asing (luar negeri) di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang 
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dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta maupun 

pemerintah asing. 
44

. Contohnya : 

a) ABN AMRO Bank 

b) American Express Bank 

c) Bank of America 

d) Bank of Tokyo 

e) Bangkok Bank 

 

e. Bank milik Campuran 

Merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah 

pihak yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya kepemilikan 

saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta 

nasional. Komposisi kepemilikan saham secara mayoritas dipegang 

oleh warga negara Indonesia. Contohnya : 

a) Bank Finconesia 

b) Bank Merincorp 

c) Bank PDFCI 

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit  

1. Pengertian Kredit  

Secara etimologis kredit berasal dari bahas Latin, credere yang 

berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah yang memperoleh kredit 

dari bank adalah tentu seseorang yang mendapatkan kepercayaan dari 

bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit 

oleh bank kepada nasabah adalah kepercayaan. 
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Sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 

Tahun 1998 Tentang Perbankan, merumuskan bahwa kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
45

 

1.1. Kredit Fiktif 

Kredit fiktif merupakan penyaluran kredit yang diberikan pihak 

bank terhadap nasabah, tetapi dengan menggunakan data-data fiktif, 

artinya pihak internal bank membuat data-data kredit yang ingin 

disalurkan dengan tidak keadaan yang sebenarnya terhadap seorang 

nasabah. Kredit fiktif biasanya digunakan dalam istilah perbakan saja. 

Kredit dapat dikatakan fiktif apabila contohnya debitur yang tercatat 

ternyata orangnya tidak (fiktif) atau ada tetapi tidak pernah berhubungan 

dengan pihak bank. Hal ini biasanya disebabkan oleh pihak internal bank  

dengan nasabah yang menjalin suatu hubungan kerja sama dalam hal 

permohonan dalam rangka pencairan kredit.
46

 

Kredit fiktif dapat diketahui ketika kredit itu macet, karena tidak 

mungkin dapat menagih kepada nasabah yang tercantum dalam berkas 

kredit sebagai orang yang tidak pernah meminjam uang. Ketika kredit itu 

macet maka pasti pihak bank akan menghubungi nasabah yang tercantum 

namanya di berkas kredit tersebut, namun setelah diselediki ternyata 
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nama tersebut sebenarnya bukanlah nasabah yang melakukan kredit 

peminjaman. Hal ini lah yang kemudian dikatakan  kredit fiktif karena 

data yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

2. Dasar Hukum Kredit 

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas 

apa dasar hukum kredit. Hanya saja dari pengertian kredit sebagaimana 

yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 13 dapat disimpulkan dasar hukum 

pemberian kredit adalah perjanjian. Dalam Pasal 1754 KUHPerdata 

dijelaskan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana 

pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah 

tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat 

bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang 

sama dari macam keadaan yang sama pula.
47

 

Dalam aspeknya pernjanjian ini tunduk kepada Undang-undang 

Perbankan dan bagian umum Buku III KUHPerdata. Perjanjian kredit 

pengaturannya didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan. Undang-undang ini merupakan lex specialis. Sedangkan lex 

generalisnya bertopang pada KUHPerdata Buku III Bab ke-13 tentang 

pinjam-meminjam.
48

 

3. Jenis – Jenis Kredit 

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula 

kebutuhan jenis kredit. Pemberian kredit oleh bank dikelompokkan 
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kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian 

jenis ini ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu mengingat setiap jenis 

usaha memiliki berbagai karateristik tertentu. Kredit dapat dibedakan 

menjadi lima macam yaitu : 

1. Dilihat dari segi kegunaan kredit 

a. Kredit investasi 

Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang yang biasanya 

untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru 

untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya untuk membangun 

pabrik atau membeli mesin-mesin. 

b. Kredit modal kerja 

Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk 

keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 

Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan 

baku, membayar gaji atau biayabiaya lainnya yang berkaitan 

dengan proses produksi.
49

 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a. Kredit produktif 

Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk 

peningkatan usaha atau produksi. Sebagai contoh kredit untuk 

membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang 

dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian. 
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b. Kredit konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam 

kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang 

dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh 

seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk 

perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabot rumah tangga. 

c. Kredit perdagangan 

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk 

membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli 

barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil 

penjualan barang dagangan tersebut. Contoh kredit ini misalnya 

kredit ekspor impor. 

3. Dilihat dari segi jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu 

tahun atau paling lama sau tahun biasanya digunakan untuk 

keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya 

kredit peternakan ayam. 

b. Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai 

dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk 

melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian 

seperti jeruk. 
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c. Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. 

Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga 

tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi 

jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau 

manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit 

perumahan.
50

 

4. Dilihat dari segi sektor usaha 

a. Kredit pertanian 

Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. 

b. Kredit industri 

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri 

kecil, industri menengah atau industri besar. 

c. Kredit pertambangan 

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha 

tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti 

tambang emas, minyak atau timah. 

d. Kredit pendidikan 

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana 

pendidikan atau berupa kredit untuk pembiayaan pendidikan. 
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e. Kredit perumahan 

Kredit untuk membiayai pembangunan perumahan dan 

biasanya berjangka waktu panjang. 

5. Dilihat dari segi jaminan 

a. Kredit dengan jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. 

Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak 

berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan 

dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu 

jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon 

debitur. 

b. Kredit tanpa jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang. Kredit 

jenis ini diberikan dengan menilai dan melihat prospek usaha, 

karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama 

berhubungan dengan bank atau pihak lain.
51

 

D. Tinjauan Prinsip Kehati-Hatian 

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian 

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perbankan, dikemukakan bahwa Perbankan Indonesia dalam 

melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan 

menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini menunjukkan 
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bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib 

diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalan kegiatan 

usahanya.
52

  

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk 

selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti 

harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-

undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad 

baik.  

2.  Dasar Hukum Berlakunya Prinsip Kehati-hatian  

Undang-undang Perbankan sebenarnya tidak memberikan 

penjelasan secara pasti mengenai pengertian prinsip kehati-hatian 

(prudential banking), namun dalam Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998 mempertegaskan kembali pentingnya 

prinsip kehati-hatian diterapkan, yang menyatakan:  

Pasal 29 ayat (2) mengemukakan bahwa :  

 “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, 

rentabilitas, solvalibitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha 

bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-

hatian”.
53

 

 

Pasal 29 ayat (3) : 

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh 
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cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 

memercayakan dananya kepada bank.”
54

 

 

Pasal 29 ayat (4) : 

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi 

mengenai kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan 

transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.
55

 

 

Ketentuan Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) sangat berhubungan erat, 

karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah sebagai 

penyimpan dan simpanannya. Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-

hatian ini ternyata termaktub juga pada bagian pasal sebelumnya, yaitu 

Pasal 8, 10, dan 11 UU Perbankan. 

Pasal 8 

“Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan 

atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya 

sesuai dengan yang dijanjikan”. 

 

Pasal 10 

Bank Umum dilarang : 

a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf b dan huruf c 

b. melakukan usaha perasuransian 

c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 dan Pasal 7. 

 

Pasal 11 ayat (1) 

“Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 

pemberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 

pemberian jaminan penempatan investasi surat  berharga, atau hal lain 
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yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau 

sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-

perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang 

bersangkutan”. 

 

Pasal 11 ayat (2) 

“Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh 

melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.” 

 

Pasal 11 ayat (3) 

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 

pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain 

yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada : 

a. Pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh per seratus) atau lebih 

dari modal disetor bank 

b. Anggota dewan komisaris 

c. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 

dan huruf c 

d. Pejabat bank lainnya, dan 

e. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari 

pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, dan huruf e. 

 

Pasal 11 ayat (4) 

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh 

melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh BI. 

 

Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh Undang-

Undang Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian 

ketentuan maupun dalam penjelasannya. UU Perbankan hanya 

menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4). Dalam bagian akhir ayat (2) 



50 
 

 

misalnya disebutkan bahwasanya bank wajib melaksanakan usaha sesuai 

dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank wajib untuk tetap 

senatiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas 

aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang 

berhubungan dengan usaha bank. Apa saja yang dimaksud dengan aspek 

lain itu tidak dijelaskan. Ruang lingkup aturan mengenai prinsip kehati-

hatian juga terdapat dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia, aturan-aturan tersebut antara lain yaitu:  

1.  Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR 

tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan dan 

Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) bagi 

Bank Umum.   

2.  Peraturan Bank Indonesia No.9/16/PBI/2007 Tentang Perubahan 

atas Peraturan bank Indonesia No.7/15/PBI/2005 Tentang 

Jumlah Modal Inti Bank Umum.  

3.  Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan 

atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 Tentang Batas 

Maksimum Pemberian Kredit (BMPD) Bank Umum.  

4. Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank Umum 

No.9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 Tentang Pelaksanaan 

Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum.
56
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